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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil yang diperoleh dari penelitian diatas maka penyusun 

dapatmenyimpulkan sebagai berikut: 

1. Bahwa yang menjadi pokok perkara No.108/Pdt.G/2015/PN.Tbk adalah 

perselisihan mengenai penilaian pembayaran dari tanggal 21 juni 2010 sampai   

dengan tanggal 21 maret 2013. Bapak Yohanes Pieter menilai pembayaran 

tersebut untuk membayar bunga, sedangkan pihak Koperasi sejahtera kepri 

menilai pembayaran tersebut untuk membayar pinjaman pokok. Majelis hakim  

seharusnya menilai  bukti  pembayaran  tergugat (T-4)  yang jumlahnya adalah 

Rp. 101.150.000,- dengan pertimbangan hukumnya, menggunakan ketentuan 

Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi, 

ketentuan Pasal 1397 KUHPerdata dan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata. 

Pembayaran yang dilakukan untuk uang pokok dan bunga, tetapi tidak cukup 

untuk melunasi seluruh utang, digunakan terlebih dahulu untuk melunasi 

bunga. Sedangkan untuk menentukan besarnya bunga dan denda, majelis 

hakim dapat menyesuaikan dengan suku bunga dasar koperasi lainnya 

2. Putusan hakim dalam perkara No.108/Pdt.G/2015/PN.Tbk memprioritaskan 

aspek yuridis aspek dan aspek kemanfaatan (sosiologis) tidak ada. Dalam 

putusan perkara No.108/Pdt.G/2015/PN.Tbk yang diharapkan adalah 

terbentuknya sebuah keadilan, yang mana adil tersebut tidak memihak bagi 

siapapun,maka hakim  memposisikan  keadilan  masyarakat secara luas  dan 
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sebagai aspek yuridisnya hakim menggunakan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-

undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi. Sedangkan  aspek  

sosiologisnya,  bahwa  baik  itu  penggugat  maupun tergugat telah 

memperoleh keuntungan, pihak penggugat memperoleh keuntungan  dari  

bunga  kredit  dan  pihak  tergugat  telah  memperoleh pinjaman dengan bunga 

sesuai dengan kemampuan ekonominya. 

 

B. Saran 

1. Hakim dalam memberikan putusan seharusnya memperhatikan fakta yang 

terungkap dalam persidangan dan pada saat  menilai alat bukti surat 

seharusnya menilai dengan matematis karena dalam penilaian lunas dan atau 

belum lunas, itu berkaitan dengan hitung-hitungan uang. Jadi hakim dituntut 

untuk menguasai matematika atau ditanyakan kepada ahlinya. 

2. Pemerintah harus membuat peraturan mengenai standar besarnya bunga dalam 

koperasi. 

 


